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ODDANG PERO (B 111 10 108) “PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI 
BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 99 TAHUN 2012 (Studi Kasus Putusan No.396/Pid.B/ 
2014/PN.Mks)”. Dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan selaku 
pembimbing I, dan Ibu Hj. Nur Azisa selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 
pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kota Makassar dan efektivitas 
pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian dilakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Kota Makassar dengan metode 
penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian 
remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga 
Kemasyarakatan Klas A di Kota Makassar di lakukan yang di sesuai 
dengan pasal 34 PP No.99 Tahun 2012 dan 34 A ayat 1 PP No.99 tahun 
2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan 
berdasarkan peraturan mentri Hukum dan Ham No.21 tahun 2013 tentang 
tata cara pemberian Remisi Asi milasi, Cuti mengungjungi keluarga, 
Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat; 
Efektivitas pemberian remisi pada narapidana khusus berdasarkan PP 
No.99 tahun 2012 belum berjalan secara optimal oleh karena masih 
terdapat kendala-kendala khusunya program-program pembinaan dari 
petugas lapas Klas 1 Makassar belum dapat diterima sepenuhnya dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” 
(input)berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar 
hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (out 
put) kembali pada masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian 
cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi : (a) mencegah 
masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang 
terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan 
yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah 
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.Komponen-
komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi 
yang kita kenal dengan nama : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
pemasyarakatan.1 
Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana 
dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan 
penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan 
bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini 
sangat bervariasi, sepertipidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
                                             
1 Mardjono Reksodiputro. 2007. Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua. 
cet.I. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hal. 140. 
2 
pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda 
yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim 
yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. 
Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk 
mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan 
kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu 
membinasakan.Pidana penjara dalam pasal 10 KUHP juga dikenal dalam 
rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana 
pemasyarakatan.2 
Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satubagian 
dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah 
divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 
yang tetap (inkraht).Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar 
penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana 
pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga 
pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-
unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan 
pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah 
laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang 
rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana. 
                                             
2
 J.E. Sahetapy. 2007. Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm. 90. 
3 
Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di 
Negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. 
Negara-negara Eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan 
terhadap narapidana nya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih 
berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas 
yang membara. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya 
narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta 
mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam 
lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap 
dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.3 
Pemidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau 
menyatukan terpidana dengan masyarakat. 
Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang 
berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda 
dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut 
Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang 
dipandang sebagai pribadi danwarga negara biasa serta dihadapi bukan 
dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan 
bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan 
dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan 
perbedaan tujuan yang ingin dicapai. 
                                             
3
 Samosir Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di 
Indonesia.BNDUNG: Bina Cipta, hlm. 4. 
4 
Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang, 
sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana 
sebagai manusiayang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula 
oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang 
bersifat empiris.4 
Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara 
memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-
undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian 
remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan 
berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana 
sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif 
Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan 
Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang 
merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
                                             
4 Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, hal. 97. 
5 
Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
terkaitdengan pemberian remisi dewasa ini mengalami berbagai macam 
penolakan,hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi terhadap 
pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia 
yang berat, dan kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya. 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan 
berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza 
Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (equality before the 
law) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa 
dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) 
terorisme, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia. Persoalan 
lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud 
MD.yang menegaskan, pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan 
hak narapidana lain harus dilakukandengan payung hukum undang-
undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP)5 seperti yang tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun2012. 
Uraian di atas menurut penulis menunjukkan bahwa pengetatan 
remisi bagi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terorisme, narkotika, 
                                             
5 www.kompas.com/Indra Akuntono. Deytri Robekka Aritonang. batasi remisi dengan 
undang-undang.  Diakses pada tanggal 17 mei 2014 
 
6 
psikotropika dan korupsi di Indonesia bertentangan dengan 
landasaan idiilnegara Indonesia yaitu Pancasila, setidaknya pada prinsip 
kemanusiaan yangadil dan beradab (sila 2) dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia(sila 5). Hak non diskriminasi ini ini kembali 
dinyatakan dalam Pasal 27 ayat(1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h 
ayat (2) Undang Undang Dasar 1945dan bertentangan dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan khususnya Pasal 
5 yang mengatur tentang hak-hak yangsama para napi didalam 
pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan.Hak tersebut juga 
melanggar Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) serta 
Pasal 20 International Covenant of Cultur and Politic Right(ICCPR) yang 
pada intinya menyatakan persamaan hak dimuka hukum. 
Berdasarkan uraian diatas jelas Peraturan Pemerintah Nomor 
99Tahun 2012 memiliki problematik yang secara tidak langsung tentunya 
mempengaruhi efektivitas pemberian remisi tersebut, oleh karena itu maka 
penulismembahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul : 
Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis 
kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana 
tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakahefektivitas pemberian remisi bagi narapidana tindak 
pidana khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2012? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi 
bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1A Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui efektivitas pemberian remisi bagi narapidana 






D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Agar dapat memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum 
lainnya yang ingin membahas mengenaiefektivitas pemberian 
remisi bagi narapidana tindak pidana khusus berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. 
2. Memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa, aparat 
penegak hukum dan narapidana itu sendiri agar lebih memahami 



















A. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang 
sengajadibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarattertentu.6Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan 
bahwa pidana adalahreaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa 
yang dengan sengajaditimpakan negara pada pembuat delik itu.7Ted 
Honderich menyatakan bahwapidana adalah suatu pengenaan pidana 
yang dijatuhkan oleh penguasa (berupakerugian atau penderitaan) 
kepada pelaku tindak pidana. Sir Rupert Crossmenganggap bahwa pidana 
berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepadaseseorang yang telah 
dipidana karena suatu kejahatan.8 
Alf Ross menyatakan, bahwa pidana adalah reaksi sosial yang : 
1) terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu 
aturan hukum; 
2) dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa 
sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar; 
3) mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-
konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; dan 
                                             
6
 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. cetakan ke 3. 
Bandung: Alumni, hal. 2. 
7
 Ibid hal.2. 
8
 Ibid hal.3. 
10 
4) menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.9 
Sedangkan pemidanaan menurut Sudarto, adalah sinonim dari kata 
penghukuman, yang berarti10 : 
“penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga 
dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 
memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan 
hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut 
bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga menyangkut 
hukum perdata. Pemidaan dalam bidang pidana, yang 
kerapkali berakronim dengan pemberian pidana atau 
penjatuhan pidana oleh hakim.Penghukuman dalam hal ini 
mempunyai makna sama dengan sentence atau 
veroordeling.” 
 
Berdasarkan definisi tersebut, pemidanaan itu sendiri sebenarnya 
bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja 
akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok 
permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka 
tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti 
pidana.Dilihat dari pendapattersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
pemidanaan atau pemberian pidana, tidak hanya menyangkut pemberian 
pidana saja tetapi undang-undang yang telah ada sebelumnya. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit yang 
telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri 
sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu 
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setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang 
tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa 
unsur-unsur tindak pidana,yaitu 11: 
1) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana  
a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau dolus dan culpa;  
b. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 atat (1) KUHP; 
c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voortedachteraad seperti 
yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP. 
2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain 
adalah:
12 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid; 
b. Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai 
negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan 
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas 
dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP. 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
suatu kenyatan dan menimbulkan akibat. 
Perlu diketahui juga bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu harus 
dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur 
tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas 
sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Walaupun suatu 
tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan unsur 
wederrechtelijk itu telah dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, 
akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan 
yang bersifat wederrechtelijk, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu 
dasar yang meniadakan sifat wederrechtelijk dari tindakan tersebut, baik 
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berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang 
maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum 
yang tidak tertulis.  
Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan 
kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau 
masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya 
apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, 
waktu dan keadaan yang ditentukan.Artinya, dipandang dari sudut 
tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana 
Indonesia berlaku.Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih 
dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, 
dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan 
yang tindakan itu dipandang sebagai perilalaku tercela. Dari uraian 
tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak 
pidana sebagai berikut:13 
1) Subyek;  
2) kesalahan;  
3) Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)  
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan 
pidana;  
5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya). 
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Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang 
lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-
unsur suatu delik pada umumnya adalah sama sebagai berikut :14 
1) Perbuatan aktif atau pasif. Suatu perbuatan yang dikatakan 
perbuatan aktif apabila perbuatan itu dilakukan secara sadar atau 
tanpa disadari, sedangkan pasif walaupun tidak dilakukan secara 
langsung namun ia dapat dikenakan suatu perbuatan pidana.  
2) Akibat. Yang dikatakan akibat hanya pada delik materiil adalah 
akibat tertentu dalam delik materiil sehingga KUHP sendiri tidak 
mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan 
akibat pada pembuat delik.  
3) Melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum formil adalah 
merupakan unsur dari pada hukum positif tertulis saja, sehingga 
merupakan unsur tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang 
dimaksud melawan hukum materil yaitu melawan hukum dalam arti 
luas dimana sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum 
tertulis saja, yaitu sebagai dasar-dasar hukum pada umumnya 
tetapi juga termasuk melawan hukum menurut pandangan 
masyarakat.  
4) Keadaan yang menyusul atau tambahan. Dikatakan keadaan yang 
menyusul atau tambahan apabila perbuatan itu merupakan 
permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya pelaporan pada 
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yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana 
tertentu pula misalnya dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP 
adalah kewajiban untuk melapor pada pihak berwajib jika 
mengetahui terjadi sesuatu kejahatan. Kalau kejahatan itu betul-
betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.  
5) Keadaan yang secara objektif yang memperberat Pidana. 
Dikatakan secara objektif memperberat pidana adalah terletak 
pada keadaan objektif pembuat delik. Misalnya dalam tindak 
pidana kekerasan, apabila mengakibatkan luka berat atau mati. 
Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP.  
6) Tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan 
pembenar adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan 
hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa tersebut adalah patut dan benar. Contoh dari alasan 
pembenar ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi 
pidana mati pada terpidana mati. Dalam hal ini regu tembak 
tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang 
dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus 
dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 KUHP. 
Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan 
pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap 
bersifat melawan hukum tapi yang bersangkutan tidak dapat 
dihukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidananya 
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seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah 
orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 44 KUHP.  
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
KUHP dan juga di dalam perumusan perundang-undangan pidana 
yang lain, tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan 
bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau lex certa 
merupakan hal yangesensial, yang ditandai dengan adanya asas legalitas 
pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.Perumusan tindak pidana juga diharapkan 
sedapat mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum. 
KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke 
dalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua tentang kejahatan yaitu 
secara rinci di atur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, 
dan Pelanggaran sebagaimana yang secara rinci diatur dalam Buku 
Ketiga mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Kemudian 
bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh 
KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya KUHP telah 
mengatur beberapa macam delik di antaranya, yaitu : 
1) Kejahatan dan Pelanggaran. KUHP menempatkan Kejahatan 
dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi 
tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan 
pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan 
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untuk memberikan dasarnya, yang nampaknya tidak ada 
penjelasan yang sepenuhnya memuaskan. Namun secara 
sederhana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. 
Kejahatan merupakan rechtdelict atau delik hukum dan 
pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang. 
Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa 
keadilan, serta kepatutan dalam masyarakat,misalnya perbuatan 
seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. 
Sementara delik undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM 
bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau 
mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. 
2) Delik Formil dan Delik Materiil. Pada umumnya rumusan delik 
dalam KUHP adalah rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang 
dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap 
selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain 
titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan 
akibatnya hanya merupakan aksedentalia atau hal yang kebetulan. 
Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP, Pasal 160 KUHP 
tentang Penghasutan dan Pasal 209 sampai dengan Pasal 210 
KUHP tentang Penyuapan. Jika seseorang telah melakukan 
perbuatan mengambil dan seterusnya dalam delik pencurian maka 
sudah cukup dikatakan telah terjadi delik pencurian. Demikian juga 
dalam delik penghasutan jika delik penghasutan sudah dilakukan, 
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tidak disyaratkan apakah yang dihasut benar-benar mengikuti 
hasutan itu. Sebaliknya, di dalam delik materiil titik beratnya adalah 
pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap sudah selesai jika 
akibatnya sudah terjadi. Cara melakukan perbuatan itu tidak 
menjadi masalah. Contohnya adalah dalam Pasal 338 KUHP 
tentang pembunuhan. Bahwa yang tepenting adalah matinya 
seseorang, caranya boleh bermacam-macam seperti mencekik, 
menusuk, menembak, dan sebagainya. Van Hammel kurang setuju 
dengan pembagian delik formal dan materiil ini, karena menurutnya 
walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai 
penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku 
semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju 
menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan formal dan delik yang 
dirumuskan material.15 
3) Delik Dolus dan Delik Culpa, Dolus dan Culpa merupakan bentuk 
kesalahan atau schuld. Delik Dolus adalah delik yang memuat 
unsur rumusan kesengajaan itu dengan tegas seperti dengan 
adanya kata “dengan sengaja”, atau mungkin juga dengan kata 
yang senada seperti “diketahuinya”, dan sebagainya. Contohnya 
adalah dalam Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338, dan sebagainya. 
Delik Culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan atau 
kelalaian yaitu dengan menggunakan kata “karena kealpaannya”, 
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misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan 
kadang-kadang dipakai istilah “karena kesalahannya”.  
4) Delik Commissionis dan delik Omissionis, pelanggaran hukum 
dapat berbentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu 
yang diharuskan. Delik commissionis misalnya berbuat mengambil, 
menganiaya, menembak, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa delik commissionis adalah suatu 
perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. 
Sementara pada delik omissionis adalah sebaliknya yaitu 
perbuatan yang harus dilakukan contoh pada Pasal 164 KUHP 
mengenai tidak dilaporkannya adanya pemufakatan jahat. Di 
samping itu, ada yang disebut delik commissionis per 
ommissionem commisa. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak 
memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan 
maksud agar anak tersebut meninggal (Pasal 338), tetapi dengan 
cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 
Keharusan menyusui bayi tidak terdapat dalam KUHP.  
5) Delik Aduan dan Delik Biasa. Delik aduan atau Klachtdelict adalah 
tindak pidana yang pentuntutannya hanya dilakukan atas dasar 
adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. 
Misalnya penghinaan, perzinahaan, pemerasan. Jumlah delik 
aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Pihak yang dianggap 
berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang 
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ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah 
suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik 
aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya 
berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, di sini karena 
adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya 
pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) 
dan (3) KUHP.  
6) Jenis delik yang lain, diantaranya, yaitu :  
a. Delik berturut-turut (voortezt delict) yaitu tindak pidana yang 
dilakukan secara berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta 
rupiah, tetapi dilakukan berulang kali dengan mencuri seratus 
ribu rupiah setiap kali mencuri.  
b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain. Cirinya adalah perbuatan 
terlarang itu berlangsung memakan waktu.  
c. Delik berkualifiasi (gequalificeeerd) yaitu tindak pidana dengan 
pemberatan, misalnya pencurian di waktu malam hari, 
penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4 KUHP).  
d. Delik dengan previlage (gepriviligeerd delict), yaitu delik dengan 
peringanan, misalnya pembuhan bayi oleh ibu yang melahirkan 
karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), yang ancaman 
pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.  
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e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara 
sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala 
negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP). 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai 
negeri, ayah, majiakan, dan sebagainya.  
4. Teori-Teori Pemidanaan 
Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam 
perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan 
teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.Manfaat 
terbesar dengan djatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah 
pencegahan dilakukannya oleh pembuat (preveni khusus) maupun 
penceghn yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak 
pidana tersebut (prevensi umum). 
Tujuan pengenaan pidana di dalam KUHP peninggalan colonial 
Belanda yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara 
eksplisit, namun demikian rancangan KUHP tahun 2012 telah 
merumuskan secara eksplisit tujuan peminadaan yang terdapat dalam 
Pasal 52 yaitu: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembnaan 
sehingga menjadikannya yang baik dan berguna; 
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c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memuihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan 
bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia.Tujuan pidana yang 
diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatn berikutnya, 
untuk perbikan terhdp diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan 
berusaha menakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.16 
Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan 
pemidanaan adalah : 
a. Pencegahan umum dan khusus; 
b. Perlindungan masyarakat; 
c. Memelihara solidaritas masyarakat; dan 
d. Pengimbalan/pengimbangan. 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapt dikelompokkan ke dalam tiga golongan 
besar, yaitu sebagai berikut:17 
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien)  
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan.Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat.Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut 
telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingn 
hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh 
karena itu, ia harus diberikn pidana yang setimpal dengn perbuatan 
(berupa kejahatan) yang dilakukannya. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu: 
1. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
2. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam; 
3. dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar 
kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada 
umumnya. 
Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang 






1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan 
Adanya pandanga dari susut keagamaan bahwa hukum adalah 
suatu aturan yang bersumber pad atursn Tuhan yang diturunkan melalui 
Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. 
2. Pandangan dari Sudut Etika 
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant.Pandangan Kant 
menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejhatan itu haruslah diikuti oleh 
suatu pidana.Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut 
oleh keadilan ets merupakan syarat etika. Pemerintahan negara 
mempunyai hak untuk menjatuhkan dan mejalanan pidana dalam rangka 
memenuhi keharusan yag dituntut oleh etika tersebut. 
3. Pandangan Alam Pikiran Dialektika 
Pandangan ini berasal dari Hegel.Hegel ini dikenal dengan teori 
dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini.Atas dasar 
pemikiran yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagi reaksi dari 
setiap kejahatan.Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan 
(sebagai these). Jika seseorang melakukan keahatan atau penyerangan 





4. Pandangan Aesthetica dari Herbart 
Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangal pada 
pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan 
rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat 
dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan 
penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. 
5. pandangan dari Heymans 
Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut 
heymans didasarkan pada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa “setiap niat 
yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan 
kepuasan, tetapi niat yang bertentngan dengan kesusilaan tidak perlu 
diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang 
adil. Menurut Leo Polak18 pandangan heymans ini tidak bersifat membalas 
pada apa yag telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat 
pencegahan (preventif). Teori ini bukan suatu teori pembalasan 
sepenuhnya. 
6. Pandangan dari Kranenburg 
Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia 
mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan 
keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota 
masyarakat mempuyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. 
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b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doel theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat.Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, 
yaitu: 
1. Pencegahan umum (general preventie), dan 
2. Pencegahan khusus (special preventive). 
Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang 
bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut 
orang.Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada 
penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat 
kejahatan.Sedangkan teori pencegahan khusus ini lebih maju jika 
dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tjuan 
pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia 
tidak mengulang lagi melakukuan kejahatan, dan mencegah agar orang 
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yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam 
bentuk perbuatan nyata.19 
c. Teori Gabungan (vernegings theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.  
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van Hamel. 
Dan Van List dengan pandangan sebagai berikut : 
a. Hal penting dalam pidana adalah meberantas kejahatan sebagai 
suatu gejala mayarakat; 
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
bertujuan memperhatikan hail studi antropologis dan sosiologis; 
c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 
pemerintah untuk memberantas kejahatan. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 
yaitu sebagai berikut:20 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 
dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat; 
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 Ibid, hal.161-165. 
20
 Ibid, hal.166. 
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2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
a. Teori Gabungan yang Pertama  
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan 
ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain 
adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk 
mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat 
diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat 
pemabalasan itu dpat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan 
tata tertib (hukum) masyarakat. 
b. Teori Gabungan yang Kedua 
Menurut simons21dasar primer pidana adalah pencegahan umum; 
dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukn 
pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam 
undang-undang.Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal 
pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang 
terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak 
berdaya penjahat. 
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 Ibid, hal. 167. 
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Menurut Vos22 yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti 
dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya 
pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara 
konkret oleh hakim.Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan 
terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. 
Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyrakat 
memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan.Oleh karena 
itu, dapat membawa kepuasan masyarakat.Mungkin tentang beratnya 
pidana, ada perslisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya 
pidana, tidak ada perbedaan pendapat. 
 
B. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik 
pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara.Setiap pelanggaran yang 
dilakukan dalam hukum negara.Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam 
hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. 
Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang 
dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan 
menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari 
hakim. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak 
pidana. 
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 Ibid, hal.168. 
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Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah 
orang hukuman (orang yang sedang menjalanihukuman karena tindak 
pidana); terhukum.23Sementara itu, berdasarkan kamus hukum 
narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam  
LembagaPemasyarakatan.24 
Menurut Arimbi Heroepoetri,Imprisoned person atau orang yang 
dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya 
atas tindak kejahatan.25Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana 
yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS.Sementara itu 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
tetap.Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang 
menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin 
terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis.Sistem pidana hilang 
kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, 
berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan 
malam sendirian.Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok. 
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 http://kbbi.web.id/narapidana diakses pada tanggal 4 Juni 2014, pukul 15.30. 
24
 http://kamushukumonline.com/narapidana diakses pada tanggal 4 Juni 2014, pukul 
15.45. 
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 Arimbi Heroepoetri, 2003, Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, 
Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, hal.6. 
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Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan 
terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : 
a. Umur; 
b. Jenis kelamin; 
c. Lama pidana yang dijatuhkan; 
d. Jenis Kejahatan; 
e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 
pembinaan. 
Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam 
konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan 
harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya 
sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat 
kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas 
perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. 
2. Hak-Hak Narapidana 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan 
hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.Hak ini adalah hak-hak 
moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu 
bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut 
hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari 
masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. 
Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang  yang diperintah, 
yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan 
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tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama 
tersebut di atas.26 
Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan 
manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi 
sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu 
berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah pada 
pelanggaran hukum. 
Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum 
pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan 
status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku 
narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan 
masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan 
pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. 
Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan 
masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana 
dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan 
pendekatan pembinaan (treatment approach) memberikan perlindungan 
dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan 
pidananya.Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih 
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 Syahruddin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan 
Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, Hal. 11. 
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manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan 
bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.27 
Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem 
pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:28 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. 
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun 
jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. 
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan 
anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak 
boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan 
pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan 
negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu 
dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha 
peningkatan produksi. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan 
anak didik harus berdasarkan pancasila. 
8. Narapidana dan anak  didik sebagai orang-orang yang tersesat 
adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. 
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang 
kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya. 
10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi 
rehalibitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
PemasyarakatanPasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak 
narapidana mencakup:29 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani  
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 Adi Sujatno. 2000. Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan). Jakarta: Direktorat 
Jenderal Pemasayarakatan, hal.12. 
28
 Ibid, hal.13 
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 Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. cet. Pertama. 
Bandung: Refika Aditama, hal.111. 
33 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak  
e. Menyampaikan keluhan. 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang. 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 
tertentu lainnya. 
i. Mendapat pengurangan masa pidana. 
j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga. 
k. Mendapat pembebasan bersyarat. 
l. Mendapat cuti menjelang bebas. 
m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan 
pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 
2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan PemerintahNomor 
28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 TentangSyarat 
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
selanjutnya diuraikan sebagai berikut :30 
a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya 
Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya yang 
diseuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib 
disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan 
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 Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 2-33. 
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kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, 
badan kemasyarakatan atau perorangan. 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui 
bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa: 
a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi 
b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan 
c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi 
 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan 
pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan 
menyediakan petugas pendidikan  dan pengajar serta dilakukan dalam 
LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada 
lemabaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih 
lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diliuar 
LAPAS. Juga berhakmemperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi 
yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran 
dalam LAPAS  serta bekerjasama dengan instansi terkait. 
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d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak 
Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik 
beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan 
seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu 
kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya 
penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus 
dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka 
dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar 
pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar 
LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta 
bantuan petugas kepolisisan, serta Kepala LAPAS segera 
memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu 
pada narapidana atau anak didik tersebut. 
Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan 
darn minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat 
kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik 
pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk 
Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai 
dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per 
dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik 
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pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan 
makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana 
wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat 
diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai 
anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau 
sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang 
sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan. 
e. Menyampaikan keluhan  
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas 
perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan 
dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan 
tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan 
penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang 
Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang 
berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program 
pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman 
dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh 
Kepala Lembaga Pemasyrakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang-
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kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, 
dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televise dan radio atau 
media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi. 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau 
premi dan besarnya upah atau premi  harus dititipkan  serta dicatat di 
LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan 
untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau 
untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana. 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 
tertentu lainnya 
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu 
lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib 
menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas 
pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib : 
a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung 
dan 
b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya  
Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang 
bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
38 
berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan 
mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi) 
Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan 
dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:31 
a. Berkelakuan baik; dan 
b. telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari 6  (enam)bulan. 
Bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukantindak  pidana  
terorisme,  narkotika  danpsikotropika,  korupsi,  kejahatan  
terhadapkeamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasimanusia  yang  
berat,  dan  kejahatan  transnasionalterorganisasi  lainnya,  diberikan  
Remisi  apabilamemenuhi persyaratan sebagai berikut:32 
1) berkelakuan baik;  
2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 
(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi 
; 
3) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh 
LAPAS dengan predikat baik ; 
4) telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana; 
5) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;  
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6) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan 
putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana korupsi; dan  
7) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 
LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 
serta menyatakan ikrar:  
a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  
b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 
secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. 
Adapun remisi yang diberikan  oleh  Menterisetelah  mendapat  
pertimbangan  dari  DirekturJenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan 
melalui keputusan menteri. 
Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran 
terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. 
Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia  itu ditakdirkan 
lahir didunia ini, dengan demik ian HAM bukan hal yang baru 
lagi.33Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui 
HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap 
pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim 
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 Naning Ramdlon, 1983, HAM Di Indonesia, Makalah,  Lembaga Kriminologi Universitas 
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pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur 
dalamPasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 
binaan pemasyarakatanberdasarkan sistem kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam 
tata peradilan pidana. 
Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam 
Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 
(Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik),  Declaration on 
Protection From Torture 1975  (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan 
dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat manusia),  Rules For TheTreatmen Of Prisoner 
1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani 
Pidana). 
Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi 
hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang 
bermakna penghargaan  terhadap harkat dan martabat manusia.  Pasal 
10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan 
kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan 
rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya.Sistem penjara 
harusdidasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya 
adalah reformasi dan rehabilitasi sosial.Pelanggara-pelanggar dibawah 
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umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan 
yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. 
Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai 
Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman 
(Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), 
yang meliputi:34 
1) Buku register; 
2) Pemisahan kategori Napi; 
3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; 
4) Fasilitas sanitasi yang memadai; 
5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; 
6) Pakaian dan tempat tidur yang layak; 
7) Makanan yang sehat; 
8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka; 
9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi 
10) Hak  untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri 
apabila dianggap indisipliner;  
11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman 
badan; 
12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; 
13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi 
untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; 
14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 
15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang 
bersifat mendidik; 
16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; 
17) Hak untuk  mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang 
berharga; 
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 Panjaitan dan Simorangkir. 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. 
Jakarta: Pustaka Sinar harapan, hal.74. 
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C. Remisi 
1. Pengertian Remisi 
Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang 
tidakbisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana 
hakekatpembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, 
jugamemberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar 
programpembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dariSistem Pemasyarakatan adalah 
mengupayakan warga binaan untuk tidakmengulangi lagi perbuatannya 
melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagaiwarga masyarakat serta 
dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakatlainnya.35 
Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman 
untukseluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman 
terbatasyang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.36 
Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 
1999 tidakmemberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: 
“setiap narapidanadan anak pidana yang menjalani pidana penjara 
sementara dan pidana kurungandapat diberikan remisi apabila yang 
bersangkutan berkelakuan baik selamamenjalani pidana”.37Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1angka 6, 
pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana 
yangdiberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi 
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 Dwidja Priyatno, Op.cit, hal. 106. 
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 Ibid hal. 133. 
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 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi. 
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syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-
undangan.38Sedangkan menurutmantan Dirjen Pemasyarakatan 
Mardjaman, pemberian remisi merupakan salahsatu motivasi bagi 
narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali kemasyarakat 
melalui reintegrasi yang sehat.39 
Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-
kemudahanbagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi 
agar dijadikan sarana untuk meningkatkankualitas diri sekaligus 
memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan 
pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk 
menerima dengan baikpembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun 
Rutan akan berpengaruhterhadap kelangsungan kehidupan di masa 
mendatang. Perlu kita sadari bahwamanusia mempunyai dua potensi 
dalam kehidupannya, yaitu potensi untukberbuat baik dan potensi untuk 
melakukan perbuatan buruk (jahat), sehinggasiapapun dapat berbuat 
salah atau khilaf. Namun dengan tekad dankesungguhan hati untuk 
memperbaiki diri, niscaya masyarakat akanmemberikan apresiasi dan 
kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada 
kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga 
untukmengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan 
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 Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara 
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pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.40 
Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam 
menekantingkat frustasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi 
gangguankeamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, 
berupa pelarian,perkelahian dan kerusuhan lainnya.41 
Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad 
bagiwarga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan 
memperbanyakkarya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga 
upaya warga binaan pemasyarakatan untukmendapatkan remisi tersebut 
dapat dimaknai sebagai persiapan diri dankesungguhan untuk tidak 
melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukungdan menunjang 
keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasidengan 
masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.42 
Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil 
kesimpulanbahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan 
hukuman terhadapnarapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik 
dengan tujuan untukmemotivasi narapidana yang bersangkutan dan 
narapidana yang lain untukberbuat baik dan segera menjalani kehidupan 
di masyarakat. Remisi bisadijadikan sebagai sarana untuk memotivasi 
narapidana melaksanakan program-programyang ada di Lapas supaya 
dijalankan dengan baik, melaksanakanperaturan tata tertib dengan 
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harapan yang bersangkutan mendapatkanpengurangan hukuman 
sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara 
normal. 
Bagi narapidana kebanyakan, hak remisi merupakan hak yang 
diharapkandan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman 
segera dapatmenghirup udara bebas.Namun demikian hak itu juga dapat 
menimbulkankecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat terjadi 
karena dalampelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak 
penilai di sampingfaktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai 
contoh, untuk mendapatkanRemisi Tambahan salah satu syaratnya 
adalah “melakukan perbuatan yangmembantu kegiatan pembinaan di 
Lapas”. Untuk syarat ini yang berpeluanglebih besar dapat melakukannya 
adalah narapidana yang mempunyai dana yangbesar, sedangkan 
narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapatmelaksanakan 
program tersebut. 
Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi 
tambahan,agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana 
dan kecurigaanmasyarakat, perlu adanya optimalisasi lembaga 
pengawasan mulai dari UnitPelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan 
setempat yang juga melibatkan HakimWasmat dengan menitikberatkan 
pengawasannya pada hak-hak narapidanasudah sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 
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2. Jenis-Jenis Remisi 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik 
IndonesiaNomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi 
terdiri atas : 
1) Remisi Umum 
Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari 
ProklamasiKemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ; dan 
2) Remisi khusus 
Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan 
yang dianut olehNarapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, 
dengan ketentuan jika suatuagama mempunyai lebih dari satu hari besar 
keagamaan daalam setahun makayang di pilih adalah hari besar yang 
paling di muliakan oleh penganut agamayang bersangkutan. 
3) Remisi Tambahan 
Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak 
Pidana yangbersangkutan selama menjalani pidana : 
a. Berbuat jasa kepada negara ; 
b. Melakukan perbuatan yang berrmanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan 





4) Remisi Dasawarsa 
Merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun 
Anak Pidaanabertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik 
Indonesia pada tanggal17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. 
5) Remisi Khusus Yang Tertunda 
Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan 
anak pidanayang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang 
bersangkutan berubahstatusnya menjadi narapidana. Pemberian remisi ini 
adalah untuk meringankanmasa pidana atau hukuman bagi narapidana 
yang dalam kurun waktu 6 (enam)bulan telah menunjukkan perbuatan 
baik di Lembaga Pemasyarakatan namun pengajuan tersebut tertunda 
karena dalam waktu 6 (enam) bulan setelahstatusnya sebagai narapidana 
belum di perolehnya karena masih menunggustatus hukumnya dalam 
proses peradilan sehingga dengan demikian turunnyasurat keputusan 
tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan jugaterlambat daan 
pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukansetelah tanggal 
17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan inidiberikan agar 
narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyaihak yang 
sama sebagaimana narapidana yang lainnya. 
6) Remisi Khusus Bersyarat 
Merupakan remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kapada 
narapidanadan anak pidana yang pada saat hari raya keagamaannya 
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berlangsung namunmasa pidana yang telah dijalaninya belum cukup 6 
(enam) bulan. Namunpemberian remisi ini dapat dicabut apabila dalam 
jangka waktu yang disyaratkan ternyata narapidana atau anak pidana 
yang bersangkutan telahmelakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan 
ke dalam register F. 
3. Syarat Pemberian Revisi 
Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang 
Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) 
menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-
undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan 
anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi 
pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada 
hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang 
bersangkutan. 
Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan 
terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat 
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dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,  diberikan remisi oleh 
Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga 
Pemasyarakatan.43 
Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratif :44 
1) Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap,  
2) Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri, 
3) Surat Penahanan dari Kepolisian,  
4) Kartu pembinaan,  
5) Daftar perubahan ekspirasi 
6) Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran 
yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila 
Narapidana melakukanpelanggaran maka usulan remisi dapat di 
batalkan. 
Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 
1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian 
Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu 
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 Merupakan salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, 
remisi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
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bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan 
Anak Pidana yang : 45 
a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;  
b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku 
pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun 
waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi; 
c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; 
d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. 
Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim 
penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim 
TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi 
disertai dengan data pendukung.Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan 
tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala 
Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil 
setempat.Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut 
kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen 
Pemasyarakatan.Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP 
narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas 
                                             
45
 Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah :  
a.  Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah menjalani 
2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan 
dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya 
paling lambat 6 (enam) bulan;  
b.  Bentuk pembinaan Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 
6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik. 
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harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana 
yang bersangkutan. 
Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk 
melakukan penolakan atau penerimaan terhadap  usul remisi tersebut. 
Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam 
jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus 
memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana 
yang bersangkutan melalui Kepala Lapas. 
 
D. Lembaga Pemasyarakatan  
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara 
yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan 
nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar 
hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar 
hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi 
warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, 
perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan 
yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang 
sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana dan anak  didik yang selanjutnya disebut warga 
binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unit 
pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga 
binaan pemasyarakatan. 
Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan 
dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang 
melaksanakan pembinaan dam bimbingan serta pengamanan warga 
binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak 
hukum. Sidik Sunaryoberpendapat bahwa :46 
Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir 
dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan 
pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini 
harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem 
peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses 
pemidanaan mulai dari lembaga kepolisisan, kejaksaan, dan 
pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa 
aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. 
 
Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan 
mempunyai peran yang stategis dalam proses peradilan pidana terpadu 
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dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan 
pemidanaan, menurut Muladi, tujuan pemidanaan Pencegahan (umum 
dan khusus) masyarakat, memlihara solidaritas, adalah untuk 
memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak 
pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat 
harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri 
atas pengimbalan/perimbangan.47 
2. TujuanTerbentuknya Lembaga Pemasyarakatan 
Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan 
menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada 
narapidana  untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah 
kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi 
penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam 
masyarakat. 
Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah 
sebagai berikut :48 
a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS 
adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kehakiman. 
b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan. 
c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai 
fungsi sebagai berikut : melakukan pembinaan narapidana/anak 
didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak 
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 keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 
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didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 
melakukan tata usaha dan rumah tangga. 
Berdasarkan pada surat keputusanMenteri Kehakiman Rl No. M-
01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga 
permasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu : 
1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I  
2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A  
3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan 
dan kegiatan kerja.Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen 
Hukum dan HAM Rl adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan 
yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan 
pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 
penyelidikan atau melakukan suatu usaha.   
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan 
yangkeseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen 
Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau 
tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas 
terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan 
pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke 
masyarakat. 
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Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi 
wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik 
pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar 
dapathidup normal kembali di tengah masyarakat. 
 
3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia 
Penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah 
dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluangkan 
didalam piagam pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 april 1964 di 
Jakarta yang merupakan amanat dari presiden, yang dalam point satu 
menyebutkan, bahwa apa yang dulu dimaksudkan kepenjaraan telah di re 
tool dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan 
filosofinya yaitu pembinaan. Tetapi peraturan yang digunakan adalah 
reglement penjara 1917 warisan kolonial dengan sistem kepenjaraan yang 
masih berasaskan pada pembalasan, padahalperlakuan terhadap Warga 
Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kepenjaraan tidak 
sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pelaksanaan pidana penjara dalam arti perlakuan terhadap Warga 
Binaan Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menganut suatu sistem 
yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan.Konsep tentang 
pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan 
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pemasyarakatan.Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem 
perlakuan terhadap narapidana di Indonesia untuk pertama kalinya 
dikemukakan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Hal 
tersebut terungkap dalam orasinya yang berjudul Pohon Beringin 
Pengayoman, yang diucapkan pada upacara penerimaan gelar Doktor 
Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal Juli 
1963. Dalam orasinya itu, Suhardjo, antara lain mengemukakan konsep 
tentang hukum nasional dan konsep tentang perlakuan terhadap 
narapidana. 
Menyangkut perlakuan terhadap narapidana, Suhardjo 
menyatakan:49 
Dibawah pohon beringin pengayoman  ditetapkan untuk 
menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan 
narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan : 
disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena 
kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar 
bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota 
masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan 
singkat, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. 
 
Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh 
keputusan Konfrensi Dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 
April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di 
Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini 
disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara 
untuk membimbing dan membina. 
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 Suhardjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin, 
Bandung, hal. 21. 
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Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti 
penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan 
nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan 
amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari 
lahirnya pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan 
piagam pemasyarakatan Indonesia. 
Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan 
rapat kerja terbatas Direktorat Jederal Bina Tuna Warga tahun 1976 
menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan 
sistem pemasyarakatan yang sudah rumuskan dalam konfrensi lembaga 
tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan, terdiri dari:50 
1. Orang yang tersesat terus diayomi dengan memberikan bekal hidup 
sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 
2. Penjatuhan pidana adalah buikan  tindakan balas dendam dari 
negara 
3. Rasa tobat tindaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan 
dengan membimbing 
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih 
jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus 
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat, 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 
mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga 
atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk 
membangun negara 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada 
narapidana bahwa itu itu penjahat 
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaaan 
10.  Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan hambatan 
sistem pemasyarakatan. 
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 Dwija Priyatno, op.cit, hal.98. 
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Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem pemasyarakatan  
merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh 
karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 
konsepsi untuk mengenal pemidanaan.51 
Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sitem 
pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk 
mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab, maka pada tahun 1990 
Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola 
pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang 
intinya menetapkan antara lain : 
1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara 
Pembina dan yang dibina 
2. Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku 
melalui keteladanan 
3. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis 
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama 
berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran 
hukum, keterampilan dan mental spiritual. 
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 Ibid, hal. 103. 
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Sedangkan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperang 
teguh pada asas berlaku, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatandiantaranya : 
1. Pengayoman  
2. Persamaan perlakuan dan Pelayanan 
3. Pendidikan 
4. Pembimbingan  
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia 
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 
dan 
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
 
Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap 
narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk undang-
undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3614. Dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
disebutkan ; 
Pasal 1 angka 1 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan 
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 
pidana. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
menentukan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan 
pemasyarakatan adalah meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan 
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dan klien pemasyarakatan. Anak pemasyarakatan terdiri atas anak 
pidana, anak negara dan anak sipil, sedangkan klien pemasyarakatan 
adalah mereka yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS) (Vide Pasal 1 angka 5, angka 8, Pasal 42 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam tulisan 
ini, lebih diarahkan pada pemenuhan hak-hak warga binaan 
pemasyarakatan pada LAPAS Klas IIA Kota Sungguminasa Kabupaten 
Gowa. 
LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan tempat untuk mencapai 
tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi 
sehingga petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan 
dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan benar-benar berkualitas 
dan mampu mengemban tugas tersebut karena dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mereka disebut dengan 
nama Pejabat Fungsional Penegak Hukum. 
Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan 
disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan 
sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat 
terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 
terpisahkan dari nilai-niai yang terkandung dalam Pancasila.52 




Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan 
juga keikutsertaan masyarakat, abik dengan mengadakan kerja sama 
dalam pembinaan maupun dengan mengadakan kerja sama dalam 
pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. 
Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalah memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.53 
Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah 
upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 
kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia 
dengan kepribadiannya, amnesia dengan sesame, dan manusia dengan 
lingkungan.54 
Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.55Yang dimaksud dengan 
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“berintegrasi secara sehat” adalah pemulihankesatuan hubungan Warga 
Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Berdasarkan uraian diatas maka terpenting dalam sistem 
pemasyarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan 
pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan.56 
Pebinaan di LAPAS dilakukan melalui 3 Tahap yakni : (1) tahap 
awal; (2) tahap lanjutan; (3) tahap akhir  yang dapat diuraikan sebagai 
berikut :57 
1. Pembinaan tahap awal narapidana dimulai sejak yang 
bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan dengan 1/3 
(satu per tiga) dari masa pidana 
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi : 
a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
awal samapai dengan ½ (satu per dua) dari amsa pidana. 
b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa 
pidana. 
3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhir tahap 
lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari 
Narapidana yang bersangkutan. 
 
Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi:58 
a. Masa Pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan 
paling lama satu (1) bulan; 
b. Perancangan programpembinaan kepribadian dan kemandirian  
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c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal 
 
Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan 
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan 
d. Perancangan dan pelaksanaan program assimilasi. 
 
Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. Perencanaan  program integrasi 
b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir 
Dalam tahap-tahap pembinaan seperti diuraikan diatas selalu 
ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).Hal ini 
dilakukan dengan mempertimbangkan masa pidana Warga binaan 
pemasyarakatan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pembinaan yang 
ada. 
Dalam tahap pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan di LAPAS merupakan hak-hak yang warga binaan yang 
wajib diperoleh agar kelak pada masa integrasi warga binaan 
pemasyarakatan dapat beradaptasi dalam pembangunan serta tidak 
mengulangi perbuatan tindak pidana. 
Clemens Bartolas menyatakan ada tiga asumsi dasar 
diperlukannya model reintegrasi, pertama : bahwa permasalahan 
menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan 
masyarakat dimana mereka berasal, kedua : masyarakat mempunyai 
tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku 
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kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan 
membantu pelanggaran hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum 
yang telah ditetapkan, sedangkan asumsi yang ketiga : bahwa kontak 
dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu 
sendiri. 
Dalam penulisan ini penulis akan membatasi diri untuk menjelaskan 
hak-hak warga binaan pemasyarakatan hanya dalam sebelum 
berientegrasi dengan masyarakat. Ini berarti yang akan dibahas adalah 










A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA 
Kota Makassar. Pemilihan tempat inidengan mempertimbangkan oleh 
hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat bahwa lokasi 
penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu penulis untuk menjawab 
rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari wawancara di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IA Kota Makassar seperti pejabat-pejabat 
Lembaga Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkaitan 
dengan penelitian penulis. 
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti 
hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh 
dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait). 
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
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1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada 
Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), Tim Pengamat 
Pemasyarakatan dan Kepala LapasLembaga Pemasyarakatan Klas 
IA Kota Makassardalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan 
pokok permasalahan. 
2. Pengamatan/Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan 
cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa 
benda, proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan 
terhadap pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IA Kota Makassar 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deskritif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data 
berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan 
LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal 
istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. 
Lembaga Pemasyarakatn merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan 
sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan 
sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai 
reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan 
Pemasyarakatan dengan masyarakat.  
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan 
narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan59, 
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan 
belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di 
lembagapemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau 
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  Dikenal lima jenis tahanan yang dapat ditempatkan dalam Lapas itu sendiri yaitu 
A1 (Tahanan polisi), A2 (Tahanan penuntut umum), A3 (Tahanan Pengadilan Negeri), A4 
(Tahanan Pengadilan Tinggi), A5 (Tahanan Mahkamah Agung) 
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dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan 
pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 
1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 
April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. 
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" 
secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana 
yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar 
Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk 
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 
pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara 
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. 
Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah 
pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan 
berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor 
J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak 
dapatdipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 
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pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang 
tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 
kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak 
harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-
faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-
kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. 
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau 
anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah 
pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. 
Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing 
yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak 
tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap 
mereka. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di 
atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabilaPetugas 
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Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan 
Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan 
sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan 
disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan 
Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana 
oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan 
bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. 
Dalam sistem pemasyarakatan narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat 
pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk 
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 
maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak 
maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain 
sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja 
sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima 
kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesaimenjalani 
pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak 
tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang 
secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai 
Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberisaran dan pertimbangan 
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kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim 
Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana 
Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sama halnya dengan 
daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di 
Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di 
Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga 
pemasyarakatan Klas I makassar memiliki luas tanah 94.069 m2 yang 
status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan 
seluruhnya 29.610 m2.  
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
yaitu: 
VISI: 
 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar 
 Tangguh dalam pembinaan 
  Prima dalam pelayanan 
 Unggul dalam pengamanan 
MISI: 
Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib 
menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna 
bagi keluarga, bangsa dan Negara. 
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B. Pelaksanaan Pemberian Remisi di lapas Kelas 1 Makassar  
Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk 
pergeseran paradigma pemidanaan di mana remisi merupakan salah satu 
bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan 
masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang 
mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. 
Hal ini telah di re tool dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras 
dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.  
Tabel 1 data pemberian remisi untuk Lapas kelas 1 Makassar : 
Tahun 
Jumlah Tahan yang 
mendapatkan remisi 
Jenis remisi 
2010 688 orang 
- Remisi umum  = 600 orang  
- Remis khusus = 88 orang  
2011 552 orang 
- Remisi umum = 522 orang  
- Remisi khusus = 30 orang  
2012 524 orang 
- Remisi umum = 501 orang  
- Remisi khusus = 23 orang  
2013 594 orang 
- Remisi umum = 543 orang 
- Remisi khusus = 51 orang  
Sumber : Lapas Kelas 1 Makassar   
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Dari data tersebut dapat diamati bagaimana tren pemberian remisi 
bagi tahanan di lapas kelas 1 Makassar mengalami fluktuasi. Tentu hal itu 
dipengaruhi oleh syarat atau tolok ukur dalam pemberian remisi bagi para 
tahanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Faisal Ramadani 
Staf database seksi registrasi lapas bahwa dasar pemberian remisi 
tersebut adalah : 
“Untuk pemberian remisi syarat yang diberlakukan oleh lapas kelas 
1 Makassar adalah para tahanan telah menjalani hukuman selama 
6 bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk dalam Reg. F, 
Membayar denda dan uang pengganti jika narapidana tersebut 
terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 99, Justice 
Collaboration dan asimilasi di tempat yang ditentukan jika 
narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 
99. Tahanan tidak sedang menjalani CB, Tahanan tidak sedang 
menjalani pidana kurungan dan pidana pengganti, dan telah 
berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa”.  
(Hasil wawancara makassar, 8 oktober 2014) 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati bagaimana 
relevansinya dengan syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 PP 
99/2012, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP 
99/2012 yang berbunyi : 
“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor 
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 
negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 
transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus 
memenuhi persyaratan: 
a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 
membantu membongkar perkara tindak pidana yang 
dilakukannya; 
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b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 
dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana 
karena melakukan tindak pidana korupsi; dan 
c) telah mengikuti program deradikalisasi yang 
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 
secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, 
atau 
2)  tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 
terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara 
Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
terorisme.” 
Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan 
adalah narapidana yang dikategorikan berkelakuan baik. Berkelakuan baik 
yang merupakan salah satu syarat dalam pemberian remisi tentu harus 
memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang 
diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi 
indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Dalam 
beberapa kasus misalnya ada tahanan yang dikategorikan berkelakuan 
baik karena selama di tahanan rajin beribadah dan tidak melakukan 
pelanggaran. Sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Faisal Ramadhani menyatakan bahwa :  
“Tolok ukur bahwa seseorang narapidana telah berkelakuan baik 
adalah tidak memiliki atau mempergunakan alat komunikasi yang 
tidak diizinkan oleh petugas Lapas, senjata tajam, senjata api, 
narkotika, minuman keras. Tidak ada percobaan untuk melarikan 
diri, tidak melakukan provokasi yang mengakibatkan perkelahian, 
tidak melakukan pengrusakan”.  
Sementara untuk tata cara pemberian remisi secara teknis yang 
dilakukan oleh lapas kelas 1 Makassar adalah menelaah status wbp, 
kemudian mengusulkan ke kantor wilayah, setelah menerima SK dari 
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kantor wilayah kemudian tahanan ditetapkan apakah memperoleh remisi 
atau tidak. Tata cara pemberian remisi secara teknis ini juga diatur dalam 
Pasal 11 Peraturan Menteri nomor 21 Tahun 2013 Tentang tata cara 
pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan 
bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.  
Pasal 11 : 
Ayat (1) Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem 
informasi pemasyarakatan.  
Ayat (2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit 
pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat 
Jenderal.  
Dari uraian pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas 1 Makassar mulai dari dasar hukum sampai pada 
tata cara pemberian secara teknis menunjukkan bagaimana pemberian 
remisi bagi para tahanan merupakan salah satu langkah untuk memenuhi 
hak dasar bagi para tahanan, terlepas dari keberadaan PP 99 Tahun 2012 
yang menimbulkan pro dan kontra mengenai remisi bagi para terpidana 
yang tindak pidananya masuk dalam kategori ekstra ordinari cryme. 
Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi para tahanan tindak 
pidana khusus ditinjau dari keberadaan PP 99 Tahun 2012, hasil 
wawancara penulis dengan Faisal Ramadani menyatakan bahwa : 
PP Tahun 2012 adalah aturan yang mengatur tentang pemberian 
hak terhadap WBP untuk kasus pidana khusus, Tipikor, Narkotika, 
Teroris, dan Traficking yang mewajibkan terpidana untuk 
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membayar denda dan ganti kerugian negara serta beberapa syarat 
yang harus dipenuhi terpidana. Semangat PP 99 Tahun 2012 
adalah memberatkan hukuman bagi terpidana khusus, akan tetapi 
PP 99 Tahun 2012 bisa dianggap mengambil peran fungsi yudikatif 
karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini 
melanggar asas persamaan hak. Walaupun di sisi lain semangat 
penegakan hukum bagi terhadap terpidana tipikor dan tindak 
pidana khusus lainnya penting.  
(Hasil wawancara makassar 8 oktober 2014)  
Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diamati bagaimana 
paradoksnya PP 99 Tahun 2012 di mana pemberian remisi merupakan 
salah satu hak dasar bagi para narapidana akan tetapi di sisi lain upaya 
penegakan hukum khususnya bagi pelaku tindak pidana khusus 
membutuhkan upaya represif salah satunya adalah dengan melakukan 
pengetatan pemberian remisi melalui PP tersebut.  
C. Efektivitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana 
khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2012 
 Tentu Untuk mengukur efektivitas pemberian remisi bagi narapidana 
sejak diberlakukannya PP 99 Tahun 2012 tentu harus membandingkan 
dengan peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pemberian 
remisi bagi narapidana. Secara teknis terdapat perbedaan proses 
pengajuan remisi. untuk narapidana yang tekena PP no 28 tahun 2006, 
cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang 
terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampi ke pusat. 
Narapidana yang di pidana lebih lima tahun akan terkena PP no 99 tahun 
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2012, jika putusan setelah tanggal 12 November 2012. Sebelum itu 
terkena PP no 28 tahun 2006. 
Dalam PP 99 Tahun 2012 juga terdapat perubahan waktu pemberian 
remisi. Dalam PP 28 tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi 
setelah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan dalam PP 99 tahun 2012, 
narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 (enam) bulan menjalani 
masa pidana. Narapidana narkotika, setelah di putus bersalah maksimal 
tanggal 17 februari 2013 baru boleh mendapat remisi, kalau lebih dari itu 
menunggu tahun depan untuk dapat remisi khusus. Sebagai contoh, 
narapidana A yang mendapat hukuman 5 tahun, kalau masih 
menggunakan pp yang lama, setidaknya masih 2 tahun lagi mendapat 
remisi, dengan adanya peraturan yang baru maka A sudah bisa diajukan 
untuk memperoleh remisi.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat kendala dalam 
pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana 
khusus, yakni karena PP Nomor 99 tahun 2012 masih tergolong baru, 
maka perlu penyesuaian terhadap narapidana, selanjutnya banyaknya 
jumlah narapidana di Lapas Klas 1 Makassar, tidak hanya narapidana 
pelaku tindak pidana khusus saja yang mendapatkan remisi, semua 
narapidana berhak mendapatkan remisi sehingga memerlukan waktu 
dalam sidang TPP, adanya narapidana yang mendapat hukuman disiplin 
sehingga tidak bisa mendapat remisi.  
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Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan PP No. 99 Tahun 
2012 ini hasil wawancara penulis dengan Faisal Ramadani menyatakan 
bahwa : 
“Dampak pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012  terhadap 
narapidana akan lebih lama menjalani masa hukuman karena 
tanpa remisi. Sementara mengenai pengetatan pemberian remisi 
apakah sudah ketat, kalau untuk semangat anti rasuah (Tindak 
Pidana Korupsi) sudah tepat akan tetapi di sisi lain harus sesuai 
dengan kaidah hukum yang benar, karena tidak boleh PP No. 99 
Tahun 2014 bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 sesuai 
dengan asas hukum Lex superiori derogat lex inferioribahwa secara 
hierarkis suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi.  
 
(Hasil wawancara makassar 9 oktober 2014)  
Untuk mengukur bagaimana efektivitas pemberlakuan PP No. 99 
Tahun 2012 tentu dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu 
sendiri. Untuk lapas Klas 1 Makassar pasca penerapan PP No. 99 tahun 
2012dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, 
bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program 
pembinaan dari petugas lapas klas 1 Makassar. Bersedia bekerja sama 
dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak 
pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang 
ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang 
bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Hal itu mendasari 
pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.  
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Pada bulan juli 2014, Kepala Lapas Klas 1 Makassar Edi Kurniadi, 
mengungkapkan, penghuni Lapas sebelumnya sebanyak 847. Terdiri atas 
napi kasus pidana umum 606 orang, napi anak 115, dan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) 106 orang yang dapat remisi 534 orang. Empat orang di 
antaranya dinyatakan bebas. Keempat orang tersebut merupakan tahanan 
pidana umum, kata Edi usai salat Id bersama Napi di Lapas klas 1 
Makassar. Dikatakan, pemberian remisi didasarkan pada undang-undang. 
Jadi, sesuai undang-undang, remisi itu merupakan hak para napi jika 
memenuhi syarat, katanya. Dia menambahkan, khusus terpidana korupsi, 
dari 15 yang diusulkan hanya 3 yang mendapatkan remisi. 
(http://www.skanaa.com/en/news/detail/534-napi-di-lapas-klas-1makassar-
dapat-remisi-idulfitri edisi juli 2014)  
 Dengan adanya pemberian remisi tersebut menandakan bahwa 
pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi 
cukup ketat. Dari sisi efektivitas maka tentunya para para pelaku tindak 
pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam  
membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. 
Masalah efektifitas penerapan PP No. 9 Tahun 2012 cukup membuat para 
terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik akan tetapi di 
sisi lain keberadaan PP ini menurut Faisal Ramadhani masih kurang 
efektif dalam hal pembinaan.  
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Dari hasil wawancara dan analisis penulis bagaimana pemberian 
remisi dari sisi efektivitas memberikan suatu gambaran bahwa spirit 
penegakan hukum kita masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya 
represif. Keberadan PP No 99 Tahun 2012 bukanlah solusi dalam 
memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana khusus, justru di 
sisi lain akan menimbulkan persoalan hukum baru karena adanya 
pergeseran paradigma pemidanaan dan bertentangan dengan aturan 






A.     Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, 
maka penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana 
khusus di Lembaga Kemasyarakatan Klas A di Kota Makassar di 
lakukan yang di sesuai dengan pasal 34 PP No.99 Tahun 2012 
dan 34 A ayat 1 PP No.99 tahun 2012 selain itu proses dan tata 
cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan peraturan 
mentri Hukum dan Ham No.21 tahun 2013 tentang tata cara 
pemberian Remisi Asi milasi, Cuti mengungjungi keluarga, 
Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti 
bersyarat. 
2. Efektivitas pemberian remisi pada narapidana khusus 
berdasarkan PP No.99 tahun 2012 belum berjalan secara 
optimal oleh karena masih terdapat kendala-kendala khusunya 
program-program pembinaan dari petugas lapas Klas 1 
Makassar belum dapat diterima sepenuhnya dan dapat 




1. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-
undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana 
khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan 
narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan 
perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara 
persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar 
bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus.  
2. Pemerintah perlu mengkaji ulang pengetatan pemberian remisi 
bagi para pelaku tindak pidana khusus. 
3. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penerapan PP No. 99 
Tahun 2012 khususnya pada pelaku tindak pidana korupsi dalam 
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